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PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pwt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili

perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada NOWO NUGROHO MS, SH, Advokat
yang berkantor di Perumahan Bumi Tanjung Elok, JI.
Waru 1 No. 081, Purwokerto berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 10 Desember 2023, sebagai Penggugat;
Melawan :
TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
XXXX XXXOOXXX XXXXXX XXKKKK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 03
Januari 2024 vyang telah didaftar dalam Register Perkara nomor:
47/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 3 Januari 2024, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana
tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 789/23/VII/2000 hari Sabtu, tanggal
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30 Desember 2000 M, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat, sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya
suami istri yang sah, dan sudah memiliki 4 orang anak, yakni :

1. Miftahu Aunillah, laki-laki, umur 22 tahun, ;

2. Dwi Riski Aunillah, laki-laki, umur 18 tahun,;

3. Imelda Zifara Putri Aunillah, perempuan, umur 13 tahun, ;

4. Aida Amelia Putri Aunillah, perempuan, umur. 9 tahun;;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis, namun semenjak bulan April 2023, ternyata rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

a. Masalah ekonomi yang kekurangan, yakni karena Tergugat jarang
bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah
tangga sehari-hari;

b.Tergugat sulit di ajak musyawarah untuk  membicarakan
masalah-masalah rumah tangga ke depan;

c. Tergugat temperamental dan terlalu kasar terhadap Penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan
Juli 2023, yang akibatnya Penggugat pergi kerja di Jakarta;

4. Bahwa pada pertengahan Desember 2023 Penggugat pulang selama
beberapa hari, namun dalam kepulangan tersebut, Penggugat dan
Tergugat tidak komunikasi;

5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 Tergugat pergi bekerja lagi di
Jakarta hingga sekarang, yang jika di hitung sampai dengan gugatan ini
diajukan perpisahan tersebut sudah berlangsung selama 2 minggu lebih
dan selama itu sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan
dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan gugatan ini dengan

segala akibat hukumnya;
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7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-halt ersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar

Ketua PengadilanAgama Purwokerto memanggil kedua belah pihak untuk
di periksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughradari Tergugat bernama TERGUGAT
kepada Penggugat bernama PENGGUGAT;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

atau apabila pengadilan berpendapat lain makamohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi
dengan bantuan Mediator Hakim bernama Dr.Amir Khalis, namun berdasarkan
Laporanannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024
namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalama persidangan juga telah berusaha
mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah
surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban
secara tertulis yang pada pokonya sebagai berikut :

Menanggapi atas surat kuasa khusus tertanggal 10-12-2023 hal gugatan cerai
atas nama Musringah Binti Rokhani Sikin, melalui kuasa hukum Nowo Nugroho
MS SH dan Rekan saya kira dalam tuntutan yang disampaikan telah
mengandung ketidakjelasan, yang mana hal tersebut menyebabkan kekaburan
terhadap surat gugatan itu sendiri. Ketidakjelasan tersebut terdapat dalam
semua pin yang disampaikan sehingga menurut saya hal itu telah menyesatkan
(misleading) dan cenderung asal asalan saja dalam menjadikan persoalan yang
terjadi dalam rumah tangga kami sebagai gugatan cerai yang disampaikan oleh

istri saya (Musringah).
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Pertama saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan point nomor 3 dalam
gugatan yang saya terima yang menyebutkan bahwa sejak bulan April 2023
kondisi rumah tangga kami telah goyah dan sering terjadi perselisihan itu sama
sekali tidak benar. Bahwa dalam menjalankan biduk rumah tangga terjadi
riak-riak perselisihan itu adalah hal wajar yang terjadi dalam setiap pasangan
suami isteri di seluruh penjuru dunia. Namun pertengkaran atau perselisihan itu
sangatlah jarang sekali terjadi. Apalagi, posisi antara kami berdua berjauhan.
Saya setiap hari bekerja di proyek GRC, sedangkan istri saya sudah berangkat

bekerja di Jakarta.

Adapun dalam poin-poin yang disebutkan, antara lain dalam poin (a) bahwa
dalam kehidupan rumah tangga kami terjadi persoalan ekonomi yang pelik atau
kekurangan dengan menyebutkan saya tidak pernah bekerja yang mana
menimbulkan ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga
sama sekali itu tidak benar. Saya memang tidak bekerja, tetapi itu terjadi pada
hari Minggu dimana pada hari itu perusahaan tempat saya bekerja menerapkan
sebagai hari libur. Sehingga, yang dimaksudkan dalam gugatan cerai tersebut
bahwa tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kebutuhan untuk apa?
Kebutuhan yang sesuai kemampuan atau kemauan? Apabila kebutuhan rumah
tangga itu untuk mencukupi keluarga berdasarkan kemampuan, saya kira
sangat amat cukup, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup sesuai fakta yang

ada pada keluarga kami.

Kemudian untuk poin (b) terkait dengan sikap saya yang dianggap sulit untuk
diajak musyawarah membicarakan masa depan keluarga, maka saya di sini
juga bingung. Karena, sejauh kami menjalani rumah tangga, dalam setiap
persoalan kecil seperti halnya kebutuhan anak-anak sekolah dan sebagaimana
selalu saya musyawarahkan bersama dengan isteri saya berserta anak saya.

Adapun dalam poin (b) yang mana saya dianggap sebagai pribadi yang
temperamental dan terlalu kasar terhadap isteri saya, saya juga tidak pernah
tahu bentuk kasar yang seperti apa yang dimaksudkan karena sekali lagi kami

berada dalam jarak yang terpisahkan karena masing-masing sedang bekerja.
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Dalam poin ke-4 disebutkan bahwa terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2023 yang menjadi sebab bahwa
isteri saya pergi ke Jakarta, selanjutnya isteri saya pulang pada Desember
2023 lalu tidak terjadi komunikasi. Faktanya, pada saat isteri saya pulang pada
9 Desember 2023 dan tiba di rumah pada 10 Desember 2023, hari itu saya
sedang libur bekerja sehingga jelas kami melakukan komunikasi seperti biasa
tidak terjadi masalah apapun. Pada tanggal 11 Desember 2023 saya karena
memang ada tugas dari tempat saya bekerja, pergi ke Brebes untuk

mengerjakan proyek GRC tetapi pada sore harinya saya pun pulang.

Hari berikutnya, saya kembali ke Brebes untuk menyelesaikan pekerjaan, dan
saat itu bersama teman kerja saya, isteri saya juga menyampaikan pesan agar

kami berhati-hati dalam menempuh perjalanan.

Pada hari Rabu 13 Desember 2023 saya juga pulang, lalu bersama isteri kami
pergi ke desa Batuanten XxxXxXxXxxX XxXxXxxxxx untuk menghadiri acara hajatan

teman.

Pada malam Jumat atau hari Kamis malam, kami berdua juga melepas kangen
karena isteri mengatakan akan pergi berangkat kerja ke Jakarta pada hari
Sabtu 16 Desember 2023. Saya pun tak lupa menanyakan kondisi di perjalanan
dan sesampainya isteri saya di Jakarta terkait kabar dan keadaan dirinya
melalui pesan aplikasi WhatsApp.

Seperti petir di siang bolong, begitu kaget saya ketika pada 4 Januari 2023
saya tiba-tiba menerima syarat gugatan cerai dari isteri saya melalui perwakilan

dari pengacara Noto Nugroho MS SH dan Rekan.

Berdasarkan fakta-fakta yang saya sampaikan di atas dengan
sungguh-sungguh dan bersumpah sesuai dengan apa yang terjadi atas nama
Alloh SWT, saya tidak ridlo atas segala tuntutan gugatan cerai yang

disampaikan oleh isteri saya.

Saya juga tidak bisa menerima ketika anak-anak saya meminta kepada saya
agar mereka tetap memiliki orang tua yang utuh karena tahu bahwa kami (saya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri ) tidak pernah mengalami atau terjadi adanya perselisihan

sebagaimana yang dituduhkan kepada saya.

Karena itulah, saya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar
mempertimbangkan putusan dalam pengadilan ini sesuai dengan fakta, dan
kenyataan demi tegaknya nurani.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
menyampaikan Replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan
Duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :
A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302176702820001 atas nama
PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat
tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyata sama,
telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos,
kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 789/23/VII/2000 yang aslinya
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilongok XXXXXXXXX
XXXxXxxX Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Desember 2000,
Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan
aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di
Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda (P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah
kebenarannya oleh Tergugat;
B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti Keterangan dua orang

saksi masing-masing sebagai berikut :
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1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan

dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 30 Desember 2000 di KUA Cilongok XXXXXXXXX XXXXXXXX

Provinsi Jawa Tengabh;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi

yang tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan

sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :
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— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

— Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2000 di KUA

Cilongok XxXxxXXxXxxxX XXxxxxxx Provinsi Jawa Tengabh;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai 4 orang anak;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang
dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

bersatu lagi;

— Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi yang tidak

mencukupi kebutuhan rumahtangga;

— Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

— Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan
menerima dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat
untuk menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti-bukti, baik bukti

surat maupun bukti saksi, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti
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tersebut dan menyatakan menganggap cukup dengan bukti-bukti yang telah
diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang selengkapnya sebagaimana yang termuat
dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian putusan ini
mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar
pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4
ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara
perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Dr.Amir
Khalis, tertanggal 10 Januari 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun
Gagal, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap melakukan upaya
perdamaian dengan memberikan nasehat kepada  Penggugat / Kuasa
Hukumnya dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi
upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Gugatan

“

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: Bahwa
rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak
bulan April tahun 2023 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sulit untuk diajak
musyawarah, dan tempramental dan pada puncaknya Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selama
berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak
keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat

dalam jawabannya pada pokoknya membantah tentang telah terjadinya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebabnya sebagaimana tersebut
di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan
alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan
gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti Surat P.1 berupa
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah,
kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen di Kantor Pos
sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13
tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2
adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis
atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan
atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah
hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat
telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu
Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena
Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan
sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat
formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1
huruf ¢ dan pasal 147 HIR;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya
menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar
langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri
pernah hidup rukun hingga dikaruniai sudah 4 orang anak, namun sejak
bulan April tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sulit untuk diajak
musyawarah, dan tempramental pada puncaknya Penggugat dan Tergugat
telah berpisah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan tempat kediaman
bersama sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu tidak
pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah
berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di
atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling
bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat,
ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti
saksi, dan Tergugat hanya menyatakan dan menganggap cukup dengan
bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun
keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Pengadilan telah menemukan fakta
hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,

menikah pada tanggal 30 Desember 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cilongok XXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah
dan dari perkawinannya telah dikaruniai sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat sulit untuk diajak musyawarah, dan tempramental;

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan karena Tergugat
pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul
kembali;

- Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya
dengan Tergugat dengan mengajukan Pegugatancerai ini;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan
Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut didasarkan
adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali

perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan

Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jis pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga

ataupun orang yang dekat dengan Penggugat in casu Saksi pertama

Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak

akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri
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dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai
talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan
pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali
rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak
berhasil,

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat
dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus; Dengan demikian unsur pertama untuk
terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai
sekarang terhitung sekitar 4 bulan dan selama berpisah tidak pernah bersatu
kembali serta pihak keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua
untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap Kkali
persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui
mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga
untuk terjadnya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
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(suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sejalan dengan

Firman Alloh di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

gl

o O AR 058053 K8 O gl T30 6551 sl K1 GBI G ile G

L OsRE ﬁ}ﬂ ey &l

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria
sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur
ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut
sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak
mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan
gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka di sini sudah ada bukti
petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan
batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah
rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka
sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang
harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena
akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu
pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana
rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan sakinah, mawadah

warrahmah (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan
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menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya
dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian
sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah
terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan
beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sugro dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 27
Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadlan 1445 H Hijriyah.
Oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.
Imam Khusaini serta Dra. Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Imam Khusaini Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Sumpah " Rp 100.000,00
4. Biaya Pemanggilan : Rp 370.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Materai " Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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